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PEMBAHASAN
RUU HKPD

Menteri Keuangan Sri
Mulyani menyampai-
kan penjelasan peme-
rintah dalam rapat
kerja dengan Komisi
Xl DPR di Kompleks
Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (13/9).
Raker itu membahas
Rancangan Undang-
Undang Hubungan
Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Daerah (RUU HKPD).

IDN/ANTARA

Menkeu Dorong KER Agar Berkontribusi
pada Pemulihan Ekonomi Nasional

““Kawasan ekonomi khusus dirancang
sebagai kawasan yang diharapkan
memiliki keunggulan geoekonomi dan
geostrategis. Di dalam kawasan ini akan
diberikan berbagai fasilitas dan insentif
khusus. Ini untuk menarik investasi dan
kegiatan produktif bahkan tentu juga

orientasi ekspor,”

kata Sri Mulyani.

JAKARTA (IM) - Negara
hadir mewujudkan percepatan
Pemulihan Ekonomi Nasional
melalui percepatan pemban-
gunan ekonomi yang merata,
kemudahan investasi guna
peningkatan penanaman mod-
al, simplifikasi proses untuk
memperoleh fasilitas Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK),
serta optimalisasi kegiatan
industri, ekspor, impor, dan
kegiatan ekonomi lain yang
memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pandemi Covid-19 mem-
berikan tekanan yang luar biasa
dalam perekonomian. Namun,
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati men-
egaskan bahwa Indonesia
selalu mampu memanfaatkan
kondisi krisis sebagai kes-
empatan untuk membangun
pondasi yang semakin kokoh
dengan memperkuat reformasi
struktural.

“Reformasi struktural
yang kita lakukan pada masa

menghadapi Covid ini antara
lain yang sangat penting dan
strategis adalah terselesaikan-
nya dan akan dilaksanakan-
nya amanat Undang-undang
Cipta Kerja. Undang-undang
ini mengamanatkan hal yang
penting yaitu deregulasi dan
penyederhanaan perizinan.
Bagaimana pemerintah harus
terus memangkas birokrasi
dari pusat hingga ke daerah,”
kata Sri Mulyani dalam acara
Webinar Kawasan Ekonomi
Khusus secara daring pada
Senin (13/9), seperti dilansir
dari laman Kemenkeu.

Menurut Sri Mulyani, salah
satu yang diatur di dalam
Undang-undang Cipta Kerja
adalah dibentuknya KEK
dengan peraturan perundang-
undangan yang baru. Hal ini
disebut Menkeu ditujukan
untuk tujuan produktif dan
investasi.

“Kawasan ekonomi khu-
sus dirancang sebagai kawasan

Indonesia Fokus Tingkatkan
Nilai Tambah Manufaktur

JAKARTA (IM) - Indo-
nesia sebagai ekonomi ter-
besar di Asia Tenggara terus
meningkatkan nilai tambah
manufakturnya atau manufac-
turing value added (MVA) untuk
basis produksi manufaktur ter-
besar di wilayah tersebut. Den-
gan MVA mencapai USD281
miliar yang unggul dibanding
negara-negara ASEAN lain-
nya, Indonesia telah mampu
menggeser ckonominya men-
jadi mannfactured based.

“Berbagai langkah dilaku-
kan Kementerian Perindus-
trian (Kemenperin) untuk
meningkatkan nilai tambah
di sektor industri, antara lain
mendorong hilirisasi, substitusi
impor, dan menjadikan indus-
tri di Tanah Air sebagai bagian
rantai pasok global,” ujar Juru
Bicara Kemenperin, Febri
Hendri Antoni Arif di Jakarta,
seperti dilansir dari laman Ke-
menperin, Senin (13/9).

Peningkatan nilai tambah
industri dapat menciptakan
multiplier effect, antara lain pe-
nyerapan tenaga kerja, devisa
ekspor, serta meningkatkan
kontribusi terhadap pajak
dan cukai. Apalagi Indonesia
dikenal memiliki keunggulan
komparatif, yakni sumber
daya alam (SDA) yang cukup
tersedia, juga potensi sumber
daya manusia (SDM) berusia
produktif yang terampil, se-
hingga mampu meningkatkan
daya saing produksi dalam
negeri.

“Kekuatan ekonomi In-
donesia terletak pada pasar
domestik yang besar, dengan
tetap berorientasi ekspor. Ini
yang membedakan dengan
negara lain di ASEAN, seperti
Singapura atau Vietnam,” ujar
Febri.

Dengan skala ekonomi
yang lebih besar, serta jenis
industri yang lebih beragam,
MVA Indonesia lebih ung-

gul dibanding negara ASE-
AN lainnya, seperti Thailand
(USD1,23 miliar), Malaysia
(USD81,19 juta), atau Vietnam
(USDA41,7 juta).

“Apalagi, di antara negara-
negara di ASEAN, Indonesia
merupakan satu-satunya yang
masuk dalam G20. Ini menan-
dakan Indonesia telah menjadi
salah satu ekonomi terbesar di
dunia,” kata Febri.

Pada 2022, Indonesia akan
menjadi Presiden G20 sekal-
igus tuan rumah Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Dalam presidensi G20 tahun
2022, isu prioritas bidang
industri yang diangkat adalah
akselerasi industri 4.0 untuk
industrialisasi yang inklusif
dan berkelanjutan. “Hal ini
juga untuk mendukung pemu-
lihan ekonomi global akibat
pandemi,” ujar Febri.

Ketersediaan bahan baku
yang melimpah merupakan
comparative advantage bagi indus-
tri Tanah Air. Selain itu juga
didukung dengan kemudahan
iklim berusaha Pemerintah
melalui UU 11/2020 tentang
Cipta Kerja. “Hal ini diharap-
kan dapat mewujudkan indus-
tri yang menghasilkan nilai
tambah tinggi, berdaya saing
global, dan berwawasan ling-
kungan,” sebut Febri.

Kolaborasi kekayaan alam
dan keunggulan SDM dapat
dilihat dari beberapa sektor
yang memiliki kinerja menon-
jol, misalnya industri pengola-
han kayu dan furnitur.

Secara keseluruhan,
perkembangan permintaan
global produk industri furnitur
dan woodworking sangat men-
janjikan. Ekspor produk fur-
nitur (HS 9401-9403) di tahun
2020 mengalami peningkatan
dengan nilai USD1,91 miliar,
meningkat 7.6% dari tahun
2019 yaitu senilai USD1.77
miliar. ® dro

yang diharapkan memiliki
keunggulan geockonomi dan
geostrategis. Di dalam kawasan
ini akan diberikan berbagai
fasilitas dan insentif khusus.
Ini untuk menarik investasi
dan kegiatan produktif bahkan
tentu juga orientasi ekspor,”
lanjut Sri Mulyani.

Sasaran pengembangan
KEK adalah untuk mening-
katkan kehadiran modal baik
dari dalam maupun luar negeri.
Dengan kehadiran modal ini,
menurut Menkeu akan muncul
kegiatan industri yang makin
produktif atau optimal, serta
industri yang makin kompetitif
bahkan meningkatkan ekspor.
Menkeu berujar KEK dengan
berbagai kekhususan dan in-
sentif akan diharapkan men-
jadi pusat kegiatan ekonomi
yang memiliki nilai ekonomi
yang tinggi dan juga menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi
yang baru.

Ia berharap akan muncul
terobosan pengembangan
kawasan untuk pertumbuhan
ekonomi daerah-daerah di

Indonesia yang memanfaat-
kan fasilitas KEK ini. Untuk
mencapai sasaran tersebut,
Menkeu mengatakan ada dua
hal penting dari perubahan
Undang-undang Nomor 39
tahun 2009 mengenai Ka-
wasan Ekonomi Khusus yang
sekarang ada di dalam Undang-
undang Cipta Kerja, yang
kemudian diturunkan dalam
bentuk Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2021.

Pertama, Peraturan Pemer-
intah ini diberikan kepastian
fiskal kepada para pelaku usaha
dan investor. Kedua, dilakukan
penerapan sistem elektronik
yang terintegrasi secara na-
sional.

Dengan demikian pelak-
sanaan dari kegiatan eko-
nomi di kawasan ekonomi
khusus terutama ekspor dan
impor akan semakin efisien,
produktif, kompetitif, dan
lebih pasti.

“Terbitnya Undang-un-
dang Cipta Kerja dan dilaku-
kannya penguatan berbagai
fasilitas dan penguatan ke-

mudahan prosedur lay-
anan juga pengawasan
akan memberikan kawasan
eckonomi khusus dukun-
gan operasional pelayanan
maupun pengawasan yang
makin baik. Saya berharap
kawasan ekonomi khusus
ini dengan berbagai fasilitas
dan insentif yang diberikan
akan benar-benar mampu
menarik investor untuk
bisa menanamkan modal
di kawasan ekonomi khu-
sus, baik itu adalah inves-
tor dalam negeri maupun
investor yang berasal dari
global,”ujarnya.

Lebih jauh Sri Muly-
ani mengatakan, pening-
katan penanaman modal
akan sangat membantu
meningkatkan pertumbu-
han ekonomi serta pencip-
taan kesempatan kerja yang
sangat dibutuhkan. Dan
penciptaan kesempatan
kerja tersebut diharapkan
adalah lapangan kerja yang
memiliki produktivitas dan
kualitas yang baik. @ dot

Pertamina NRE Tancap Gas Kawal Transisi Energi

JAKARTA (IM) - Sub-
holding Power & New Re-
newable Energy (PNRE)
atau Pertamina NRE telah
resmi terbentuk secara hu-
kum pada awal Agustus
2021 lalu. Pembentukan
subholding dinilai akan men-
gawal langkah transisi energi
Indonesia dalam mewujud-
kan energi bersih melalui
pengembangan energi ter-
barukan.

“Pembentukan holding
dan subholding di tubuh
Pertamina bertujuan agar
Pertamina lebih adaptif
terhadap lingkungan bisnis
yang semakin dinamis. As-
pirasi Kementerian BUMN
RI selaku pemegang saham
salah satunya adalah Per-
tamina menjadi pemimpin
transisi energi di Indone-
sia untuk menekan laju
perubahan iklim, melalui
dekarbonisasi,” kata Chief
Executive Officer PNRE
Dannif Danusaputro dalam
keterangan tertulis, Senin
(13/9).

Melalui restrukturisasi,
setidaknya ada empat man-
faat langsung yang dirasakan
oleh subholding PNRE. Per-

tama, meningkatnya peluang
untuk menjalin kemitraan
dalam rangka untuk mem-
percepat pengembangan
kapabilitas BUMN di bisnis
energi baru dan terbarukan.

Kedua, memperoleh
fleksibilitas dalam mencari
alternatif pendanaan yang
kompetitif seperti Green
Financing, Green Bond,
termasuk melakukan unlock
value perusahaan melalui
skema initial public offering
IPO).

Ketiga, percepatan
pengembangan portofolio
bisnis energi baru dan ter-
barukan Pertamina dengan
penjajakan kepada bisnis hy-
drogen, ekosistem kendara-
an listrik, dan bisnis lainnya.

Keempat, adanya po-
tensi sinergi pemanfaatan
talent yang telah berpengala-
man dalam pengembangan
proyek dan program peme-
liharaan pembangkit listrik
geothermal pada pembang-
kit listrik lainnya di subhold-
ing PNRE.

Di sisi lain, untuk men-
capai target 17% energi
bersih dalam portofolio bis-
nis Pertamina, subholding

PNRE memiliki aspirasi
untuk mencapai kapasitas
10 GW energi bersih pada
tahun 2026, yang terdiri
dari 6 GW gas to power,
3 GW energi terbarukan
di mana termasuk panas
bumi di dalamnya, serta 1
GW energi baru.

Dannif menambah-
kan bahwa subholding
PNRE berkomitmen
penuh mendukung target
Pertamina menurunkan
emisi karbon sebesar 30
persen pada tahun 2030
dengan mengedepank-
an aspek environment,
social, and governance
(ESG) dalam praktik bis-
nisnya.

“Dengan transforma-
si ini, subholding PNRE
menjadi lebih fokus den-
gan amanah mengawal
transisi energi, mewujud-
kan visi sebagai Indonesia
Green Energy Champion,
mencapali aspitasi kapasi-
tas terpasang sebesar 10
GW pada tahun 2026,
serta mendukung visi Per-
tamina menuju global
green energy company,’
tutup Dannif. @ hen
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PERA.IIN TENUN TRADISIONAL DUSUN SADE LOMBOK
Perajin menyelesaikan pembuatan kain tenun tradisional Sasak di
Dusun Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok
Tengah, NTB, Senin (13/9). Para perajin tenun di daerah tersebut setiap
harinya beraktivitas membuat kain tenun tradisional Sasak yang dijual
untuk wisatawan yang berkunjung mulai harga Rp250 ribu hingga Rp1
juta tergantung jenis dan ukuran kain.
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MIND ID Catat Laha Bersih Rpd,  Triliun

JAKARTA (IM) - BUMN
Holding Industri Pertambang-
an Mining Industry Indonesia
(MIND 1ID), merealisasikan
kinerja produksi dan keuangan
yang positif sepanjang semes-
ter 1-2021. Laba bersih pun
mencapai Rp4,7 triliun, naik
signifikan dibandingkan posisi
rugi bersih Rp1,8 triliun pada
periode awal tahun 2020.

CEO Grup MIND ID,
Orias Petrus Moedak mene-
gaskan, capaian ini ditopang
oleh kinerja produksi dan
penjualan grup MIND ID
yang optimal, implementasi
strategi keuangan dalam men-
jaga tingkat likuiditas, serta
membaiknya harga komoditas
global.

“Pada semester 1-2021,
MIND ID mencatat kinerja
operasional dan keuangan yang
jauh lebih baik dibandingkan
tahun 2020. Sebagai s#rafe-
gic holding, kami menerapkan
strategi keuangan khususnya
dalam menjaga tingkat likuidi-
tas, termasuk untuk memenuhi
kewajiban finansial yang ada
untuk memonitor dan menjaga

tingkat produksi dan penjua-
lan, serta mendorong sinergi
di antara anggota MIND ID,”
ujar Orias dalam keterangan
tertulis, Senin (13/9).

Holding yang berang-
gotakan PT Aneka Tambang
Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT
Freeport Indonesia, PT In-
alum (Persero) dan PT Timah
Tbk ini, memastikan bahwa
pada awal 2021, kegiatan op-
erasional anggota MIND 1D
dilaksanakan sesuai dengan
protokol kesehatan yang ketat,
sehingga aktivitas produksi
dan penjualan dapat berjalan
optimal.

Ia mengatakan, seiring
dengan adanya pemulihan
pereckonomian dunia serta
didorong oleh permintaan
komoditas yang cukup tinggi,
MIND ID mencatat pendapat-
an Rp39,2 triliun atau me-
ningkat 34% dibandingkan
periode yang sama tahun lalu
sebesar Rp29,3 triliun. Hal ini
menunjukkan profitabilitas
yang positif ditunjukkan den-
gan capaian Earnings Before
Interest. ® pan

Holding Ultra Mikro Resmi Dibentuk,
Pemerintah Alihkan Saham Rp54, 7 Triliun

JAKARTA (IM) - Proses
pembentukan Holding Ultra
Mikro (UMi) telah memasuki
tahap akhir. Hal ini ditandai
dengan penandatanganan Per-
janjian Pengalihan Saham yang
diselenggarakan pada Senin
(13/9).

Pembentukan holding ini
melibatkan tiga entitas BUMN,
yaitu PT Bank Rakyat Indone-
sia selaku induk holding, PT
Pegadaian (Persero) dan PT
Permodalan Nasional Madani
(Persero) atau PNM.

Nilai pengalihan saham
negara kepada BRI senilai
Rp54,7 triliun. Pengalihan
saham tersebut dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemer-
intah (PP) Nomor 73 Tahun
2021 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara ke
Dalam Modal Saham Peru-
sahaan Perseroan (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia
Tbk dan Keputusan Men-
teri Keuangan pada 16 Juli
2021 perihal Penetapan Ni-
lai Penambahan Penyertaan
Modal Negara Kepada Modal
Saham BRI.

Wakil Menteri Keuangan
(Wamenkeu) Suahasil Nazara
yang turut hadir dalam acara
tersebut meyakini bahwa pada
masa yang akan datang, Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) akan menjadi salah
satu sektor dunia usaha yang
memegang peranan luar biasa
penting di dalam pemulihan
ekonomi.

“Kalau pemulihan eko-
nomi kita didorong oleh usaha
mikro, membuat yang mikro
menjadi formal, menaruh dia
di dalam konteks perbankan,
memberikan dia pemberday-
aan, maka naik kelasnya akan
bisa lebih cepat,” kata Suahasil,
dilansir dati laman Kemenkeu,
Senin (13/9)..

Maka dariitu, ia menjelas-
kan perlu untuk melihat secara
reguler bagaimana perkem-
bangan dari usaha kecil dan
usaha mikro yang mendapat-
kan pelayanan. Hal tersebut
sejalan dengan arahan dari
Presiden Joko Widodo agar
porsi pendanaan untuk kredit
UMKM pada tahun 2024
adalah sedikitnya 30%. @ hen



